LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL

PENGAWASAN REGULER

HAKIM PENGAWAS BIDANG PELAYANAN PUBLIK,
UMUM DAN KEUANGAN,
PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN

TRIWULAN III

(Juli s/d September 2023)

PENGADILAN AGAMA MAROS
2023



LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN REGULER
HAKIM PENGAWAS BIDANG PELAYANAN PUBLIK,
UMUM DAN KEUANGAN, PERENCANAAN T DAN PELAPORAN
TANGGAL: 19 Juni s/d 27 Juni 2023

PELAYANAN PUBLIK

a. Pelayanan Pihak Eksternal PT. POS.

Kondisi:

Belum ada petugas dari PT POS pada layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kriteria:

- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2
Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Lingkungan Peradilan Agama Pasal 22 dan Pasal 23.

Sebab:

Upaya kerja sama dengan PT POS masih belum optimal.

Akibat:

Pihak berperkara belum terlayani secara maksimal dengan sistem Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Rekomendasi:

Agar segera meninjau ulang MOU dan membangun komunikasi dengan PT POS.
Tindak Lanjut:

MoU dengan PT. POS berakhir pada Akhir Tahun 2022 dan belum diperpanjang
pada tahun 2023. Segera ditindaklanjuti dengan menjalin komunikasi dan

melakukan pembaruan perjanjian kerjasama kembali dengan PT. POS.

. Pelayanan Pihak Eksternal Bank Mandiri Cabang Maros

Kondisi:

Petugas Bank Mandiri Cabang Maros pada PTSP Pengadilan Agama Maros
hanya sampai Pukul 12.00. WITA, sementara waktu jam layanan sampai Pukul
16.30.



Kriteria:

- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2
Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Lingkungan Peradilan Agama.

Sebab:

Bank Mandiri Cabang Maros tidak melaksanakan MOU sebagaimana mestinya.
Akibat:

Pihak berperkara belum terlayani secara maksimal dengan sistem Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Rekomendasi:

Agar segera meninjau ulang MOU dan membangun komunikasi dengan Bank
Mandiri Cabang Maros.

Tindak Lanjut:

Kurangnya jumlah personil pada Bank Mandiri dan efektivitas layanan Petugas
Bank Mandiri Cabang Maros pada PTSP Pengadilan Agama Maros hanya
sampai Pukul 12.00. WITA. Segera ditindaklanjuti dengan menjalin komunikasi
dan melakukan pembaruan perjanjian kerjasama kembali dengan Bank Mandiri

Cabang Maros.

. Laporan Penyelenggaraan PTSP

Kondisi:

Laporan Penyelenggaraan PTSP belum dibuat secara periodik dan berjenjang.
Kriteria:

- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2
Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Lingkungan Peradilan Agama Pasal 42.

Sebab:

Pengelola PTSP belum memahami kewajiban membuat laporan.

Akibat:

Pimpinan tidak bisa mengetahui secara akurat jumlah pengguna layanan, jenis

layanan yang diberikan, dan kendala yang dihadapi setiap bulannya;



Rekomendasi:

Agar segera membuat laporan bulanan penyelanggaraan PTSP dan dilaporkan
ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Tindak Lanjut:

Telah ditindaklanjuti dengan dibuatkannya Instrumen Laporan Bulanan
Penyelenggaraan PTSP secara periodik dan berjenjang dengan sepengetahuan
dan ditandatangani oleh Pimpinan dan Panitera.

. UMUM

a. Kondisi:

Kebersihan setiap ruangan dan toilet sudah terlaksana dengan baik namun baik
petugas kebersihan dan pengawas kebersihan setiap ruangan dan toilet tidak
pernah mengisi cek list kebersihan ruangan dan kebersihan toilet.
Kriteria:

- BUKU Il Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Lingkungan dan
Keamanan Kantor Pengadilan Agama Maros (SOP/AS/19)

Sebab:
Tidak konsisten melaksanakan mekanisme dan sistem pengelolaan kebersihan
ruangan berdasarkan pedoman Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama
Akibat:
Sistem dan Mekanisme kebersihan tidak berjalan sesuai dengan BUKU I
Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan
Agama dan dan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Lingkungan dan
Keamanan Kantor (SOP/AS/19).
Rekomendasi:
Agar Kasubag. Umum dan Keuangan memonitor pelaksanaan kebersihan setiap

ruangan dan toilet serta mengecek chec list kebersihan ruangan dan toilet.



Tindaklanjut:

Telah dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap petugas kebersihan secara
personal dengan mengumpulkan Ceklist kebersihan yang telah di TTD oleh
Petugas dan Pengawas setiap bulannya.

. Pengelolaan Petugas Piket Persidangan

Kondisi:
Petugas piket persidangan sudah bertugas dengan baik hanya tidak terlihat
adanya cek list perlengkapan persidangan, dan masih ditemukan keadaan
dimana majelis hakim sudah siap bersidang namun sarana penunjang
persidangan belum siap seperti sound sistem yang belum siap, AC yang belum
ON, PC Komputer belum ON, dan tata kursi para pihak yang belum siap.
Kriteria:

- BUKU Il Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Persidangan (SOP/AP/17)
Sebab:
Tidak konsisten melaksanakan mekanisme dan sistem pengelolaan
pemeliharaan keamanan sebagai mana Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kegiatan Persidangan (SOP/AP/17).
Akibat:
Sistem dan Mekanisme pengelolaan keamanan tidak berjalan sesuai dengan
BUKU Il Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Agama dan Standar Operasional Prosedur Kegiatan Persidangan
(SOP/AP/17)
Rekomendasi:
Agar Kasubag. Umum dan Keuangan menyusun jadwal Petugas piket
persidangan dan check list sarana persidangan dan menyerahkannya kepada
petugas piket persidangan serta memastikan piket persidangan melaksanakan
Standar Operasional Prosedur Kegiatan Persidangan (SOP/AP/17)
sebagaimana mestinya.
Tindaklanjut:
Telah ditindaklanjuti dengan membuat Ceklist perlengkapan persidangan.



KEUANGAN

a. Monitoring dan Evaluasi Tim Pengelola Keuangan

Kondisi:

Kuasa Pengguna Anggaran bersama Tim pengelola keuangan belum melakukan
rapat evaluasi pelaksanaan anggaran periode bulan September 2023.

Kriteria:

- Peraturan Menteri Keungan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Sebab:

Tidak konsisten melaksanakan agenda rapat evaluasi anggaran.

Akibat:

Tim pengelola keuangan tidak mengetahui hal-hal apa saja yang harus
dilaksanakan demi terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan
akuntable.

Rekomendasi:

Agar Kuasa Pengguna Anggaran berserta Tim Pengelolan Keuangan
mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran secara konsisten setiap
bulannya.

Tindak Lanjut:

Telah ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran

dengan Kuasa Pengguna Anggaran beserta Tim Pengelola Keuangan.

. Transparansi Keuangan.

Kondisi:

Sudah ada papan transparansi dokumen DIPA, RKA-KL dan realisasi anggaran
tahun berjalan, namun realisasi anggaran bulan Agustus 2023 belum dipublish di
TV Media Ruang pelayanan Publik.



Kriteria:

- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 144/KMA/VI1/2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebab:
Pengelola keuangan lalai dalam hal transparansi keuangan.
Akibat:
Transparansi keuangan belum dapat dilihat pada TV Plasma ruang Pelayan
Publik sebagai media informasi website;
Rekomendasi:
Agar segera mengupload realisasi anggaran bulan Agustus 2023 pada TV Media
pada ruang pelayanan Publik Pengadilan Agama Maros dan website Pengadilan
Agama Maros.
Tindaklanjut:
TV Plasma Ruang Pelayanan Publik saat ini berfungsi sebagai Jadwal Sidang,
sehingga membutuhkan sarana lain untuk menampilkan informasi pengadilan
dan transparansi realisasi anggaran. Telah ditindaklanjuti dengan mempublish
Laporan Bulanan Realisasi Anggaran pada Instagram Pengadilan Agama Maros
dan mengupload secara berkala Realisasi Anggaran pada Website Pengadilan

Agama Maros.

PERENCANAAN Tl DAN PELAPORAN
a. Pelaporan

Kondisi:

Sudah ada papan transparansi dokumen DIPA, RKA-KL dan realisasi anggaran
tahun berjalan, namun DIPA, RKA-KL dan realisasi anggaran bulan Agustus
2023 belum dipublish di TV Media Ruang pelayanan Publik.

Kriteria:

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 144/KMA/VI1I/2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebab:

Pengelola Pelaporan lalai dalam hal pelaksanaan pelaporan.

Akibat:

Transparansi keuangan belum dapat dilihat pada TV Plasma ruang Pelayan

Publik sebagai media informasi;



Rekomendasi:

Agar segera DIPA, RKA-KL dan realisasi anggaran bulan Agustus 2023 pada TV
Media pada ruang pelayanan Publik Pengadilan Agama Maros.\

Tindaklanjut:

TV Plasma Ruang Pelayanan Publik saat ini berfungsi sebagai Jadwal Sidang,
sehingga membutuhkan sarana lain untuk menampilkan informasi pengadilan
dan transparansi realisasi anggaran. Telah ditindaklanjuti dengan mempublish
Laporan Bulanan Realisasi Anggaran pada Instagram Pengadilan Agama Maros
dan mengupload secara berkala Realisasi Anggaran pada Website Pengadilan

Agama Maros.

Maros, 27 September 2023

Hakim Pengawas
Bidang Pelayanan Publik, Umum Dan Keuangan,
Perencanaan Tl Dan Pelaporan

(J[

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.




LAMPIRAN TEMUAN

1. PELAYANAN PUBLIK

. Pelayanan Pihak Eksternal PT. POS.

Tindaklanjut:

Segera ditindaklanjuti

. Pelayanan Pihak Eksternal Bank Mandiri Cabang Maros
Tindaklanjut:

Segera ditindaklanjuti

. Laporan Penyelenggaraan PTSP

Tindaklanjut:




2. UMUM
a. Umum

Tindaklanjut:

DAFTAR CHECKLIST KEBERSIHAN KANTOR
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b. Pengelolaan Petugas Piket Persidangan

Tindaklanjut:



3. KEUANGAN

a. Monitoring dan Evaluasi Tim Pengelola Keuangan

Tindaklanjut:




b. Transparansi Keuangan

Tindaklanjut:
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4. PERENCANAAN DAN PELAPORAN
a. Pelaporan
Tindaklanjut:
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Hawasbid

TEMUAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Pos security tidak memenuhi standar.

1.

Kondisi
Belum dibuat pos security yang permanen

Kriteria

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan
pengadilan.

Sebab
Tidak adanya perhatian/ada Kelalaian

Akibat
Pengadilan Agama Maros belum berpedoman pada aturan yang berlaku.

Rekomendasi
Sesegera mungkin dibuat/dibangun pos security yang permanen.

Maros, 31 Agustus 2023
Hawasbid

ttd
Mahyuddin.S.HI., M.H.



LAPORAN HASIL TEMUAN PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI
PERKARA
1. Temuan:

- Bahwa telah ditemukan berkas perkara Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Mrs. dalam
perkara cerai talak yang diajukan oleh Tri Meilarttomo bin Ir.Soekarjono selaku
Pemohon, melawan Sri Fitriyani binti Syarifuddin Djamal, BA., dimana perkara
tersebut telah putus pada tanggal 1 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agma Maros;

- Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negri
Maros, namun dalam penerimaan berkas perkara belum melampirkan Surat Izin
bercerai dari atasan langsungnya, sementara bagian permohonan tidak memeriksa
dengan baik kelengkapan berkas perkara, termasuk Surat lIzin Melaksanakan
Perceraian;

- Bahwa yang terdapat dalam berkas adalah Surat Permohonan lIzin untuk melakukan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n. Tri Meliartomo yang dibuat oleh Kepala
Kejaksaan Negeri Maros ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan, namun petugas penerimaan berkas perkara tidak memeriksa dengan baik
surat tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim tidak juga memeriksa dengan baik surat-surat perkara dengan
alasan bahwa sudah diperiksa dengan baik oleh bagian penerimaan perkara;

- Bahwa pemeriksaan persidangan perkara tersebut digelar pada tanggal 25 Juli 2023
dan 1 Agustus 2023, dengan amar putusan verstek;

- Bahwa setelah putus perkara pada tanggal 1 Agustus, dan telah berkekuatan hukum
pada tanggal 18 Agustus 2023 sehingga dapat dilaksanakan sidang ikrar talak pada

tanggal 29 Agustus 2023,



Bahwa sebelum persidangan ikrar talak dilaksanakan, maka Pemohon datang
membawa Surat Pemberian 1zin Perceraian Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh
Kejaksaan Negeri Maros Nomor Kep 14/P.4.16/Cp.1/08/2023 tanggal 9 Agustus
2023;

Bahwa persidangan ikrar talak dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa Pemohon
telah mendapat izin untuk melaksanakan perceraian dari atasannya;

Bahwa jika sekiranya Pemohon tidak memperoleh tidak memperoleh izin bercerai,
Majelis Hakim akan menunda sidang pengucapan ikrar talak sampai Pemohon

mendapatkan surat izin bercerai;

2. Kriteria :

Bahwa seharusnya persidangan perkara ini ditunda dahulu sebelum Pemohon
mengajukan surat izin perceraian;

Bahwa seharusnya bagian penerimaan perkara harus selektif memeriksa surat-surat
perkara khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan Pemohon/Penggugat, seperti

adanya surat izin perceraian dari atasannya bagi PNS, TNI, POLRI, BUMN;

3. Sebab, bila hal tersebut tidak ditangani dengan penuh kehati-hatian maka akan

menimbulkan kesan yang tidak baik dan ceroboh dalam menerima perkara (menerima

perkara tanpa kelengkapan surat-surat yang diperlukan)

4. Akibatnya, bahwa Pengadilan Agama Maros tidak mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku khususnya PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun

1990 Tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983, serta peraturan yang berlaku

bagi setiap instansi Pemerintah;

Demikian kami laporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros selaku

Koordinator Pengawas pada Pengadilan Agama Maros untuk ditindak lanjuti

sebagaimana mestinya;



Maros, 31 Agustus 2023;

Pengwas

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.
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LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TRIWULAN l1I
PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN 2023
21 Agustus 2023 - 25 Agustus 2023

BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006
Tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Lembaga Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007
Tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros Nomor W20-
A5/2053/KP.01.1/XI1/2022 tanggal 27 Desember 2022 Tentang Penunjukan
Hakim Pengawas Bidang.
Ruang Lingkup Pengawasan
Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
Bidang Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara
Bidang Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa

Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1.

Maksud Pengawasan

Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,
pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan
telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

a) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

b) Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan
ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

c) Menilai kinerja.



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TRIWULAN l1I
PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN 2023
21 Agustus 2023 - 25 Agustus 2023

2. Tujuan Pengawasan

a) Menjamin agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya.

c) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan.

D. Metodologi Pembinaan dan Pengawasan
Pengawasan bidang dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik dalam bentuk

checklist terhadap objek pemeriksaan dan wawancara langsung terhadap obrik

pemeriksaan.

E. Tempat dan Waktu Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Triwulan ke Ill dilaksanakan pada hari/tanggal

Senin- Jum’at 21 s.d. 25 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Maros.

Memperhatikan, Surat tugas Nomor 1283/WKPA.W20-A5/KP.01.1/VI11/2023
tanggal 14 Agustus 2023



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TRIWULAN Il

PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN 2023

21 Agustus 2023 - 25 Agustus 2023

BAB Il
HASIL PENGAWASAN

1. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN
A. ZONA INTEGRITAS

KONDISI

KRITERIA

SEBAB

AKIBAT

REKOMENDASI
TINDAKLANJUT

B. DIPA 04
KONDISI

KRITERIA

SEBAB

AKIBAT

Penilaian triwulan 1l tahun 2023 berkaitan dengan zona
integritas memperoleh nilai 4 % yang seharusnya nilai yang
diperoleh 5 %;

Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan
dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi

dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi
pemerintah;

PA. Maros sudah memperoleh WBK namun belum
memperoleh WBBM,;

PA. Maros sudah di usulkan untuk memperoleh WBBM namun
belum di nyatakan lolos dalam penilaian Tim eksternal;

Perlunya komitmen bersama dari Pimpinan hingga PPNPN dan
semua unsur yang terlibat untuk mewujudkan tercapainya tata
kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga WBBM dapat diperoleh
dan mencapai nilai maksimal 5%.

Perkara Prodeo sudah habis, pelaksanaan Sidang keliling 6
kegiatan sudah selesai, namun Penilaian triwulan Il tahun 2023
berkaitan dengan Dipa 04 memperoleh nilai 1,4 yang
seharusnya nilai yang diperoleh 3%,

harus dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan
DIPA terutama DIPA 04 agar terdapat kesesuaian dan target
yang dinginkan bisa tercapai;

salah perhitungan dalam rencana kegiatan yang seharusnya 7
kegiatan ini hanya 6 kegiatan ;

sudah mencapai target namun belum maksimal;
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REKOMENDASI : -

TINDAKLANJUT : Terdapat Biaya Panggilan dan PBT yang tidak terserap 100%,
sedangkan Perkara Prodeo sudah habis. Akan berkoordinasi
dengan Kepaniteraan untuk menjadi bahan evaluasi.

C.DIPAO1

KONDISI : Dalam pengelolaan DIPA 01, sudah baik, namun harus
ditingkatkan penyerapan anggarannya melihat Penilaian
triwulan Il tahun 2023 berkaitan dengan Dipa 01 memperoleh
nilai 1,65 yang seharusnya nilai yang diperoleh 3 %,

KRITERIA . harus dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan
DIPA terutama DIPA 01 agar terdapat kesesuaian dan target
yang dinginkan bisa tercapai, sesuai dengan Permenkeu
tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara,

SEBAB . penyerapan anggaran DIPA 01 harus dimaksimalkan,
sehingga dalam penilaian triwulan 1l berikutnya bisa di
tingkatkan penyerapannya ;

AKIBAT . sudah mencapai target namun belum maksimal;

REKOMENDASI : -

TINDAKLANJUT : Penyerapan Anggaran DIPA 01 pada Triwulan [l (Juli —
September) Tahun 2023 telah mencapai 69,41% sehingga
perhitungan pada Kinsatker akan memperoleh nilai +-2%,
sedangkan untuk perolehan 3%, akan terpenuhi jika semua
penyerapan telah mencapai 100%.

Realisasi Belanja Per Sumber Dana b h Y

PERIODE | JANUARI 5.D. SEPTEMBER

JENIS BELANJA
{KODE) SUMBER DANA

GRAND TOTAL PAGU o o [ 0 0 6,391,434,000
0 0 36,563,947

SISA 1,725,787,631 229,082,422 0 0 0 0 0 0 0 1,954,870,053

Sumber Data : Aplikasi OM-SPAN
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D. WEBSITE
KONDISI

KRITERIA

SEBAB

AKIBAT

REKOMENDASI
TINDAKLANJUT

Dalam pengelolaan Website, sudah baik, namun harus
ditingkatkan melihat Penilaian triwulan Il tahun 2023 berkaitan
dengan pengelolaan website memperoleh nilai 2,86 yang
seharusnya nilai yang diperoleh 3 %,

harus diupdate selalu berita setiap pekannya kedalam website,
sesuai dengan pengelolaan informasi di lembaga Peradilan;

masih ada yang belum diupdate misalnya agenda kerja
pimpinan,

agar setiap ada data yang diperlukan dalam penilaian website
datanya sudah terupdate secara baik

Untuk Triwulan Il Tahun 2023 indikator penilaian website telah
diupload dan dilakukan pembaharuan terhadap link-link
website, sehingga diharapkan penilaian Triwulan Il ini dapat
memperoleh nilai maksimal 830 atau 3%.

Penilaian Website
Daftar Tautan Dokumen / Artikel Penilaian Website
Profil Pengadila

Profil Pejabat dan Pegawai

Sumber Data : Aplikasi SIMTALAK
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BAB Il

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. Kesimpulan

Agar penilaian prestasi kinerja dari Badilag Triwulan Il dijadikan acuan untuk
penilaian kinerja pada penilaian triwulan berikutnya;
Il. Rekomendasi

Perlu adanya monitoring dan evaluasi dari setiap capaian yang sudah diperoleh

dan di jadikan acuan dalam peningkatan kinerja penilaian triwulan berikutnya;

Demikian laporan pengawasan ini dibuat untuk menjadi perhatian.
Maros, 28 Agustus 2023
Hakim Pengawas Bidang

Manajemen Peradilan,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.



